BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

bahwa untk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
Anggaran berakhir ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 1I dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1653

3. Undang - Undang ...




3. Undang-Undang Nomor 28 Taliu il

10.
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1555 touiailg
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomeor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

12. Peraturan Pemerintah
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

13.

14.

15.

16.

1%,

18.

19.

20.

21,

- tentang
Kedudukan Protokoler dan Kecuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Notmor 4576),

Peraturan Pemerintah Nomoer 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentanhg Pedoman
Penyusunan dan Pencrapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

22. Peraturan Pemerintah .. ..
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24.

23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negeri Renublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213;

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007
tentang PoKok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tamhahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan memuat :

Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
Laporan Operasional (LO);

Neraca;

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan Arus Kas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan ;

Roon0 o

2. Laporan Keuangan ...... A=
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2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilampiri dengan Ikhtisar laporan Keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
point 1 Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Rpl1.096.498.631.327,03
Belanja Rpl1.083.941.853.650,77
Surplus / (defisit) Rp 12.88€.777.675.2%

2. Pembiayaan

- penerimaan Rp 219.995.706.794,15

- pengeluaran Rp 11.700.000.000,00

Pembiayaan Neto Rp. 208.295.706.794,15

Silpa Rp 219.995.706.794,15
Pasal3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp (23.489.473.824,50) dengan rincian sebagai ueiinut.
a. Anggaran pendapatan setelah
perubahan Rpl1.119.988.105.151,53
b. Realisasi Rpl.096.498.631.327,03
Selisih lebih / (kurang) Rp (23.489.473.824,50)

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp (111.541.510.357,58) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah
perubahan Rpl.195.483.364.008,35
b. Realisasi Rpl.083.941.853.650,77
Selisih lebih / (kurang) Rp (111.541.510.357,58)

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah
Rp(89.142.346.088,98) dengan rincian sebagai berikut:
a. Surplus / (defisit) setelah

perubahan Rp (209.750.034.637.63)
b. Realisasi Rp. (120.607.688.548,02)
Selisih lebih / (kurang) Rp (89.142.346.088,98)

4. Selisih Anggaran . . ...
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4. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan .pcmbiayaar%
sejumlah Rp (2.899.999.999,50) dengan rincian sebagal
berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 222.895.706.793,65
b. Realisasi Rp 219.995.706.794,15

Selisih lebih / (kurang) Rp  2.899.999.999,50

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp (1.445.672.156,02) dengan rinclan sebagal
berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp 13.145.672.156,02
b. Realisasi Rp  11.700.000.000,00
Selisih lebih / (kurang) Rp (1.445.672.156,02)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah |
Rp (1.454.327.843,48) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp 209.750.034.637,63 !

b. Realisasi Rp_208.295.706.794,15

Selisih lebih / (kurang) Rp (1.454.327.843,48)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 point 2 per 31 Desember 2018 sebagai
berikut:

1. Saldoanggaranlebilawal Rp 219.995.706.794,15
2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Rpn 219 Q95 70A 704 15
pembiayaan tahun berjalan (-)

3. Sub total (1-2) Rp 0,00

4. Sisa lebih / kurang pembiayaan Rp__ 87.688.018.246,13
Anggaran (SiLPA / SIKPA)

5. Sub total (3 + 4) Rp 0,00

6. Koreksi kesalahan pembukuan Rp (348.506.697,82)
Tahun sebelumnya

7. Lain - lain Rp 0,00

8. Saldo Anggaran Lebih Akhir T

Tahun (5+6+7) Rp 87.688.018.246,13

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
point 3 per 31 Desember 2018 sebagai beriku t:

1. Pendapatan Rpl.109.701.232.188,86
2. Beban

. . Rpl1.004.872.368.750,83
Surplus / (defisit) dari operasi Rp 104.828.863.438,03

3. Surplus

...............



—
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3. Surplus / (defisit} dari kegiatan Rp (372.756.991,67)
non operasional
4. Surplus / (defisit} sebelum Pos

Luar Biasa Rp 104.456.106.446,36

5. Pos Luar Biasa Rp (3.776.187,00)

6. Surplus / (defisit) - LO Rp 104.452.330.259,36
Pasal6

Neraca scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 4 per 31
Desember 2018 sebagai berikut:

1. Jumlah asset Rp2.210.883.323.592,38

2. Jumlah kewajiban Rp 9.680.147.903,67

3. Jumiah ckuitas dana Rp2.210.883.323.592,38
Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal
1 point 5 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2018 sebagai berikut:
1. Ekuitas Awal Rp2.048.753.949.034,30
2. Surplus / Defisit - LO Rp 104.452.330.259,36
3. Dampak komulatif perubahan

Kebijakan /kesalahan mendasar: Rp 47.996.896.395,05

- Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0.00
- Koreksi Ekuitas lainnya Rp 1.172.942.276,00
- Koreksi Ekuitas Aset Tetap Rp 33.438.438.807,41
- Koreksi Ekuitas Lancar Rp 5.296.142.619,64
- Koreksi Ekuitas Aset lainnya Rp 8.089.372.692,00
Ekuitas Akhir Rp2.201.203.175.688,71
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 6
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun
2018 sebagaberikut:

1. Arus Kas dari aktivitas operasi Rp 223.742.251.650,46
2. Arus Kas dari aktivitas investasi Rp (354.349.940.198,48)
3. Arus Kas dari aktivitas pendanaan Rp (1.700.000.000,00)
4. Arus Kas dari aktivitas transitoris Rp 0 0on
5. Kenaikan / penurunan Kas Rp (132.307.688.548,02)
6. Saldo awal kas di BUD, kas di

Bendahara penerimaan, kas di

Bendahara pengeluaran, dan kas

di BUD Rp 219.995.706.794,15
7. Koreksi saldo akhir TA 2017 Rp 0,00
8. Saldo akhir kas di BUD Rp 78.697.281.721,14

9. Kas di Bendahara




9. Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas

Di Bendahara Penerimaan Rp 0,00

10. Kas di BLUD Rp 6.533.044.643,78

11. Kas di Bendahara BOS Rp 2.457,691.88],21

12. Saldo Akhir Kas Rp 87.688.018.246,13
Pasal9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 point 7 Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

Lampiran 1.2 Rincian laporan realisasi anggaran menumt
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut wurusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

2. Lampiran Il Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih;

3. Lampiran III Laporan Operasional;

4. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;

5. Lampiran V Neraca,;

6. Lampiran VI Laporan Arus Kas;

7. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;

8. Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah:

9. Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak
tertagih;

10. Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

11. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

12. Lampiran XlI Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

13. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;

14. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi Konstruksi dalam

pekerjaan;

13, Lampiram XV i

d




15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya,;

16. Lampiran XVl : Dalftar dana cadangan daerah;

17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

18. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

19. Lampiran XIX : Daftar kegiatan - kegiatan yang belum
diselesaikan  sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya (DPA-L);

20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah;
Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf b terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
dacrah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertanggungjawaban Pclaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 Agustus 2019

qBUPATIJ IBRANA, §

&_1 PUTU ARTHA ¢

Diundangkan di Negara
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I'MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 20192 NCMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI :
(4, 39/ 2019)




